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BABV 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
a. Kebebasan pers dalam era reformasi tidak dapat diwujudkan 
dengan sebebas-bebasnya tanpa melihat adanya 
batasan-batasan, baik oleh peraturan tertulis yaitu peraturan 
perundang-undangan atau peraturan tidak tertulis yang 
berlaku di dalam masyarakat. 
b. Delik pornografi dapat diartikan sebagai perbuatan pidana 
yang dilakukan oleh seseorang yang menyatakan pikirannya 
dalam sebuah media cetak, pernyataan pikiran tersebut 
secara sengaja dibuat untuk membangkitkan nafsu 
pembaca, dan diedarkan untuk umum tanpa mengenal 
batasan usia dan tempat, isi media cetak tersebut tidak 
dapat diambil manfaatnya bahkan cenderung melanggar 
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta 
peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga 
perbuatan tersebut dapat diancam pidana penjara atau 
denda. 
c. Pimpinan Redaksi media cetak yang bertaggungjawab 
dalam penerbitan sebuah media cetak adalah orang yang 
harus bertanggungjawab atas terjadinya delik pornografi, 
79 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI DELIK PORNOGRAFI DIKAITKAN DENGAN ... DRI UTARI CHRISTINA RACHMAWATI
80 
tetapi untuk pemidanaannya harus dihubungkan dengan 
sudah terpenuhinya atau belum unsur kesalahan dalam 
pelaksanaan delik pornografi tersebut. Selain orang sebagai 
subyek hukum dalam delik pornografi, subyek hukum 
selanjutnya yang dapat dikenai pidana denda adalah 
Perusahaan Pers yang menerbitkan media cetak tersebut, 
Perusahaan Pers ini berbentuk Badan Hukum yang juga 
dapat dikategorikan sebagai subyek hukum untuk delik 
tertentu. 
2. 	 Saran 
a. 	 Seharusnya kebebasan pers ditujukan untuk melaksanakan 
tugas dan fungsi pers dengan tepat dan seimbang antara 
penyarnpainan informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol 
sosial, sehingga pers dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang sebenarnya yaitu untuk memperoleh berita 
yang memang diperlukan. 
b. 	 Diperlukan sebuah rumusan definisi delik pornografi secara 
jelas dan tepat di dalam sebuah peraturan 
perundang-undangan, sehingga tidak ada perbedaan 
pandangan atau persepsi antara satu orang dengan yang 
lain dalam menentukan sebuah delik pomografi. 
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c. 	 Subyek hukum yang dapat dikenai pidana dalam delik 
pornografi tidak hanya orang tetapi juga meliputi Badan 
Hukum tempat media cetak tersebut diterbitkan. Badan 
Hukum sebenarnya bukan merupakan subyek hukum dalam 
hukum pidana, tetapi untuk perbuatan-perbuatn pidana 
tertentu sebuah badan hukum dapat dinyatakan sebagai 
subyek hukum dalam hukum pidana. Sudah seharusnya 
8adan Hukum dirumuskan secara tegas dalam KUHP 
sebagai subyek hukum selain orang. 
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